
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.396, 2014 BAWASLU. Perlengkapan. Pemungutan Suara. 
Perencanaan. Pengadaan. Pendistribusian. 
Pengawasan. Tata Cara.  

 
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG 
TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN 

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN 
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a.  bahwa perlengkapan pemungutan suara merupakan 
salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan 
pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sehingga perlu dilakukan pengawasan 
secara komprehensif baik dari segi persiapan maupun 
pelaksanaan perlengkapan pemungutan suara; 

b.  bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pengadaan 
dan Pendistribusian Logistik Pemungutan Suara 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 
Umum tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, 
Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan 
Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246);  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5316); 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 
13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan 
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 1080); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN, 
PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN 
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN 
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah 
Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah 
lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.  

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU 
Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan 
Pemilu di provinsi.  

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat 
KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas 
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 

9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk 
melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain. 

10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah 
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk 
melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. 

11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya 
disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk 
melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat 
pemungutan suara. 

12. Panitia Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut PPLN adalah 
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu 
di luar negeri.  
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13. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah 
lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

14. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu 
Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas 
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 

15. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut 
Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu 
Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 
kabupaten/kota. 

16. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat 
Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu 
Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 
wilayah kecamatan atau nama lain. 

17. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh 
Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 
Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.  

18. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh 
Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 

19. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu 
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, 
dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.  

20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah 
tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 

21. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat 
TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar 
negeri. 

22. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara 
yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang 
digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota 
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

BAB II 
RUANG LINGKUP DAN PELAKSANA PENGAWASAN 

Pasal 2 

(1) Pengawasan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, 
DPD, dan DPRD meliputi: 
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a. perencanaan;  
b. pengadaan; dan  
c. pendistribusian. 

(2) Pengawasan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), kecuali terhadap pengawasan mengenai keuangan dan 
pembiayaan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. keamanan proses; 

b. ketepatan jumlah; 
c. ketepatan jenis; 
d. ketepatan sasaran; 

e. ketepatan spesifikasi teknis; 
f. kebenaran dan ketaatan proses; 
g. ketepatan waktu proses; 
h. keterbukaan proses; dan 

i.  kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 
(1) Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan 
oleh Bawaslu. 

(2) Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan 
oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. 

(3) Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan 
oleh Pengawas Pemilu. 

BAB III 
PERENCANAAN 

Pasal 4 
(1) Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap 

perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD.  
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